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BENTUK PELANGGARAN

DASAR HUKUM ShNKSI,ﬂ'HUI‘EU-MhN

'A. Pelanggaran Kode Etik

1. | Memasang spanduk/balihofalat
! peraga lainnya terkait bakal calon
peserta pemilu dan pemilihan

| Pasal 11 huruf ¢ PP 42,/2004: Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan
Etika terhadap diri sendiri Secara Terbuka

meliputi: menghindari konflik | p_oo1 15 ayar (1), (2) dan (3) PP 42/2004

| kepentingan pribadi, kelompok,

maupun golongan, (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode

Etik dikenakan sanksi moral.
{2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat [1)
dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.
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[3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) |
berupa:
a, pernyataan secara tertutup; atau

b. pernyataan secara terbuka,

Sosialisasi/ Kampanye Media
Sosial /Online Bakal Calon
[Presiden / Walkil
Presiden/DPR/DPD/
DPFRD/Gubernur / Walil

Gubernur/Bupati / Wakil
Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)

Pasal 9 angka 2 UU 5/2014:
Pegawai ASN harus bebas dari
pengaruh dan intervensi semua
golongan dan partai politik.

Pasal 11 huruf c PP 42/2004:
Etika terhadap diri sendiri
meliputi: menghindari konflik
kepentingan pribadi, kelompok,
maupun golongan.

Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan
Secara Terbuka

Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode
Etik dikenakan sanksi moral.

(2] Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.

{3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berupa:

a. pernyalaan secara tertutup; atau

b. pernyataan secara terbuka.

 Menghadiri deklarasi/kampanye
pasangan bakal calon dan
memberikan tindakan fdukungan

secara aktif

Pasal 11 huruf c PP 42/ 2004
Etika terhadap diri sendiri
meliputi: menghindari konflik
kepentingan pribadi, kelompok,
maupun golongan.

Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/ Pernyataan
Secara Terbuka

Pasal 15 ayat (1), (2] dan (3] PP 42/2004
(1] Pegawai Negeri Sipil vang melakukan pelanggaran Kode

Etik dikenakan sanksi moral.




14

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1]
dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian,

(3} Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berupa:

A. PErnyataan secara tertutup; atau

b. pernyataan secara terbuka.

Membuat posting, comment, share,
like, bergabung / follow dalam
group/akun pemenangan bakal
calon/ [Presiden/ Wakil
Presiden/DPR/DPD/

DPRD{ Gubernur fWakil
 Gubernur/Bupati/ Wakil

| Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)

Pasal 11 huruf ¢ PP 42,/2004:
Etika terhadap diri sendiri
meliputi: menghindari konflik
kepentingan pribadi, kelompok,
maupun golongan.

Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutu p/ Pernyataan
Secara Terbuka

Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode
Etik dikenakan sanksi moral.

[2] Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.

3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berupa:

a. pernyalaan secara tertutup; atau

b. pernyataan secara terbuka.

Memposting pada media
sasial fmedia lain yvang dapat

Pasal 11 huruf ¢ PP 42/2004:
Etika terhadap diri sendiri
meliputi: menghindari konflik

Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan
Secara Terbuka




5.

diakses publik, foto bersama
dengan

H.

Bakal Calon Presiden/Wakil
Presiden/ DPR/DFPD/
DPRD/Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/

Wakil Bupati/

Wali Kota/Wakil Wali Kota
Tim sukses dengan
menunjukan/memperagakan
simbol keberpihakan/memakai
atribut partai politik
dan/menggunakan latar
belakang foto (gambar) terkait
partai politik f bakal calon
[Presiden/Wakil

Presiden/ DPR/DPD/

DPRLD/ Gubernur/ Wakil
Gubernur/Bupati/ Wakil
Bupati/Wali Kota/Wakil Wali
Kota)

Alat peraga terkail partai
politik /bakal calon
(Presiden/Wakil
Presiden/DPR/DFD/

kepentingan pribadi, kelompok,
maupun golongan.

Pasal 15 ayat (1), (2] dan (3) PP 422004

(1} Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode
Etik dikenakan sanksi moral.

(2] Sank=i moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.

[3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berupa:

a. pernyataan secara tertutup; atau

b. pernyvataan secara terbuka,
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DPRD / Gubernur/ Wakil
Gubernur/ Bupati /Wakil

Kota)

Bupati/Wali Kota/Wakil Wali

Ikut dalam kegiatan
kampanye, sosialisasi/

pengenalan bakal calon
Presiden/ Wakil
Presiden/DPR/DPD/

DPRDfGubernur / Wakil

| Gubernur/Bupati/ Wakil

Bupati/Wali Kota/Wakil Wali
Kota/partai politik

Pasal 11 huruf ¢ PP 42/2004:
Etika terhadap diri sendiri
meliputi: menghindari konflik
kepentingan pribadi, kelompok,
maupun golongan.

Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan
Secara Terbuka

Pasal 15 ayat (1), (2] dan (3) PP 42/2004

(1} Pegawai Negeri Sipil vang melakukan pelanggaran Kode
Etik dikenakan sanksi moral.

(2} Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.

(3] Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berupa:

a. pernyataan secara terfutup; atau

b. pernyataan secara terbuka.




|

17-

Mengikuti deklarasi/ Kampanye
bagi Suami/Istri Calon
(Presiden/ Wakil
Presiden/DPR/DPD/

DPRD/ Gubernur /Wakil

Gubernur/Bupati/ Wakil
Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)

Dengan tidak dalam status cuti di
luar tanggungan negara (CLTN)

Pasal 11 hurufl ¢ PP 42/2004;
Etika terhadap diri sendiri
meliputi: menghindari konflik
kepentingan pribadi, kelompok,
maupun golongan,

Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/ Pernyataan
Secara Terbuka

Pasal 15 ayat (1), (2} dan {3) PP 42/2004

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode |
Etik dikenakan sanksi moral.

(2] Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.

|3} Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat [1)
berupa:

a. pernyvataan secara tertulup; atau

b. pernyataan secara terbuka.

|B. Pelanggaran Disiplin

Memasang apandll:iﬁ,i' baliho/alat
peraga lainnya terkait calon
peserta pemilu dan pemilihan

Pasal 9 angka 2 UU 5/2014:
Pegawai ASN harus bebas dari
pengaruh dan intervensi semua
golongan dan partai politik.
Pasal 5 huruf n angka 5 PP
94/2021:

Setiap PNS dilarang memberikan
dukungan kepada calon

i Presiden /Wakil Presiden, calon

| Kepala Daerah/Wakil Kepala

Hukuman Disiplin Berat

Pasal 14 huruf [ angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman
disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf ¢ dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan |
larangan memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Dacrah/Wakil
Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
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Perwakilan Rakyat, calon
anggota Dewan Perwakilan
Dacrah, atau calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan cara membuat
keputusan dan/atau tindakan
yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan
calon sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye,

o=

5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:

membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
angeota keluarga, dan masvarakat.

Sosialisasif Kampanye Media
Soazial/ Online Calon

(Presiden fWakil
Presiden/DPR/DPD/
DPRD/Gubernur f Wakil
Gubernur/Bupati/ Wakil
Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)

Pasal 9 angka 2 UU 5/2014:
Pegawai ASN harus bebas dari
pengaruh dan intervensi semua
golongan dan partai politik.

Pasal 5 huruf n angka 6 PP
94 /2021:

mengadakan kegiatan yang
mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu
sebelum, selama, dan sesudah

Hukuman Disiplin Berat

Pasal 14 huruf I angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman
disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf ¢ dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan
larangan memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Walkil
Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 hurufl n angka 3, angka 4, angka
5, angka 6, dan angka 7 dengan cara;
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masa kampanye mclipuﬁ
pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang
kepada PNS dalam lingkungan
unit kerjanya, anggota keluarga,
dan masyarakat.

3. | Melakukan pendekatan Iu.'pal:ha-:

a. partai politik sebagai Bakal
Calon (Presiden /Wakil
Presidenf DPR/DPRD/

Gubernur/ Wakil

Ciubernur/ Bupati/ Wakail
Bupati /Wali Kota/Wakil Wali
Kota)

b. masyarakat [bagi independent)
sebagal Bakal Calon
[DPD/Gubernur / Wakil
Gubernur / Bupati f Wakil
Bupati /Wali Kota,/Wakil Wali
Kota)

membuat Iu:puﬁ:san dan/atau tindakan 'ﬁﬂﬁg
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masvarakat.

Pasal 9 ayat 2 UU 5/2014;

Pegawai ASN harus bebas dari
pengaruh dan intervensi semua

golongan dan partai politik.
Pasal 3 huruf ¢ dan d PP
94 /2021

PNS wajib

c. melaksanakan kebijakan yang
ditetapkan oleh pejabat
pemerintah yang berwenang;

d.menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hukuman Disiplin Sedang
Pasal 10 angka 1 huruf b dan ¢ PP 94/2021

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat {1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban.

b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat
pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf ¢, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada instansi yang bersangkutan.

menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan.




Dengan tidak dalam status cuti di
luar tanggungan negara (CLTN)

WL LS ALLE

Menghadiri deklarasi/kampanye
pasangan calon dan memberikan
tindakan/dukungan keberpihakan

Pasal 9 angka 2 UU 5/2014:
Pegawai ASN harus bebas dari
pengaruh dan intervensi semua
golongan dan partai politik.
Pasal 5 huruf n angka 5 PP
94,/2021;

Setiap PNS dilarang memberikan
dukungan kepada calon
Presiden /Wakil Presiden, calon
Kepala Daerah /Wakil Kepala
Daerah, calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, calon
anggota Dewan Perwakilan
Daerah, atau calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan cara membuat
keputusan dan/atau tindakan
yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan
calon sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye.

Hukuman Disiplin Berat

Pasal 14 huruf | angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman
disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf ¢ dijatuhkan bagi PNS vang melanggar ketentuan
larangan memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Walkil Presiden, calon Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakvat,
calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka
3, angka 6, dan angka 7 dengan cara:

membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau meruglkan salah satu pasangan calon
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepaca PNS dalam lingkungan unit kerjfanya,
anggota keluarga, dan masyarakat.




3.

Menjadi anggota danfatau -
pengurus partai politik

| Pagsal B7 ayat 4 huruf ¢ UU
5/2014:;

PNS diberhentikan tidak dengan
hormat karena: menjadi
anggota dan/atau pengurus
partai politik.

Pasal 255 ayat 2 dan 3 PP
112017

Avat 2: PNS vang menjadi
anggota danfatau pengurus
partai politik wajib
mengundurkan diri secara
tertulis,

Avat 3: PNS vang
mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS terhitung
mulai akhir bulan pengunduran
diri PNS yang bersangkutan.

Membuat Pnsiing. comment, share,
like, bergabung/Follow dalam
Group/Akun pemenangan [calon

Diberhentikan Tidak Dengan Hormat

Pasal 87 ayat (4) Huruf ¢ UU Nomor 5 Tahun 2014
FNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: ¢. menjadi
anggota danfatau pengurus partai politik.

Pasal 255 ayat 2 dan 3 PP Nomor 11 Tahun 2017

Ayat I: PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus
partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.

Ayat 3: PNS yang mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri
PNS yang bersangkutan,

Pasal 9 angka 2 UU 5/2014:
Pegawai ASN harus bebas dari

Hukuman Disiplin Berat

Pasal 14 huruf | angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman
disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
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(Presiden / Walkil
Presiden/DFR/DPD/
DPRD/ Gubernur/Wakil

Gubernur/Bupati f'Wakil
Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)

pengaruh dan intervensi semua
golongan dan partai politik.

Pagal 5 hurufl n angka 5 PP
04/2021:

Setiap PNS dilarang memberikan
dukungan kepada calon
Presiden,/Wakil Presiden, calon
| Kepala Daerah/ Wakil Kepala

| Daerah, calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, calon
anggota Dewan Perwakilan
Daerah, atau calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan cara membuat
keputusan dan/atau tindakan
vang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan
calon sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye.

huruf :-Hﬂﬁtuhl-:an bagi PNS yang melanggar ketentuan
larangan memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka
5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:

membuat keputusan dan/atau tindakan vang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye,

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peseria pemilu
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,

l anggota keluarga, dan masyarakat.

——————

Memposting pada media
sosial fmedia lain vang dapat
diakses publik, foto bersama
dengan:

Pasal 9 angka 2 UU 5/2014:
Pegawai ASN harus bebas dari
pengaruh dan intervensi semua
golongan dan partai politik.

Hukuman Disiplin Berat

Pazal 14 huruf | angka 3 PP 94/2021: Hukuman disiplin
berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf ¢
dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan
memberikan dukungan kepada calon Presiden /Wakil
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. Calon Presiden/Wakil

Presiden/DPR/DPD/

DPRD/ Gubernur/ Wakil
Gubernur/Bupati/

Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil
Wali Kota

Tim sukses dengan
menunjukan/ memperagakan
gimbaol keberpihakan/
memakai atributl partai politik
dan,

menggunakan latar belakang
foto (gambar) terkait partai
politik /calon (Presiden / Walkil
Presiden/DPR/DPD/f
DPED/Gubernur/ Wakil
Gubernur/ Bupati/

Wakil Bupati/Wali Kota/Walkil
Wali Kota)

Alat peraga terkait partai
politik fcalon [Presiden /Wakil
Presiden/DPR/DFPD/

DPRD Gubernur / Wakil
Gubernur/ Bupati/

Wakil Bupati/Wali Kota, Walkil
Wali Kota)

Pasal 5 huruf n angka 5 PP
G94/2021:

Setiap PNS dilarang memberikan
dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, calon
Kepala Daerah /Wakil Kepala
Daerah, calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, calon
anggota Dewan Perwakilan
Daerah, atau calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan cara membuat
keputusan dan/atau tindakan
yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan
calon sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye.

Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan
cara:

membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
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: Dengan tujuan uniuk memberikan
dukungan terhadap partai politik
atau calon atau pasangan calon
Presiden/Wakil Presiden /
Gubernurf Wakil
Gubernur/Bupati/ Wakil
Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota
serta calon anggota
DPR/DPD/DPRD

mcngadakﬂnﬁkegiﬂ.lﬁn yang
mengarah kepada keberpihakan
terhadap partai politik atau calon
atau pasangan calon
Presiden/Walkil Presiden/
Gubernur/Wakil

Gubernurf Bupati/ Wakil

Bupati /Wali Kota/

Wakil Wali Kota serta calon
anggota DPFR/DPD /DPRD yvang
menjadi peserta pemilu atau
pemilihan sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, dan pemberian barang

Pasal 9 angka 2 UU 5/2014:
Pegawai ASN harus bebas darl
pengaruh dan intervensi semua
gelongan dan partai politik.
Pasal 5 huruf n angka 5 FP
94,/2021;

Setiap PNS dilarang
memberikan dukungan kepada
calon Presiden,/Wakil Presiden,
calon Kepala Daerah /Wakil
Kepala Dacrah, calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat,
calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah, atau calon
anggota Dewan Perwakilan

Hukuman Disiplin Berat

Pasal 14 huruf | angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman
disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
{1} huruf ¢ dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan
larangan memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka
5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:

membuat keputusan dan/atau tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
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kepada ASN dalam lingkungan unit
kerja, anggota dan masyarakat.

Rakyat Daerah dengan cara
membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu
pasangan calon sebelum,
selama, dan sesudah masa

kampanye.

s L RS

keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan,
atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Menjadi tim ahli/tim
pemenangan f konsultan atau
sebutan lainnya bagi bakal calon
atau bakal pasangan calon
Presiden fWakil
PresidenfDPR/DPD

DPRD/ Gubernur/Wakil
Gubernur / Bupati/ Wakil
Bupati/Wali Kota/Wakil Wali
Kota/partai politik vang menjadi
peserta pemilu atau pemilihan
scbelum penetapan peserta pemilu
atau pemilihan

Pasal 3 huruf & dan Pasal 4
| huraf ¢ PP 94 /2021

Pazal 3 huruf e:

melaksanakan tugas kedinasan
dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran, dan
tanggung jawab;

Paszal 4 huruafl o

mengulamakan kepentingan
negara daripada kepentingan
pribadi, seseorang, dan atau
golongan.

Hukuman Disiplin Sedang
Pazal 10 angka 1 huref d PP 9472021

Hukuman Dizsiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & avat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban:

d. melaksanakan tugas kedinazan dengan penuh
pengabdian, Kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila
pelanggaran berdampak negatifl pada instansi yang
bersangkutan.

Pasal 10 angka 2 huruf ¢ PP 9472021

c. mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢, apabila
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bersangkutan.

10.

Menjadi tim ahli/tim
pemenangan/konsultan atau
sebutan lainnya bagi partai politik
atau calon atau pasangan calon
Presiden /Wakil Presiden/
Gubernur /Walkil
Gubernur/Bupati /Wakil
Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota
serta calon anggota
DPR/DPD/DPRD bagi peserta dan
peserta pemily dan pemilihan
setelah penetapan peserta

Pasal 5 huruf n angka 5, PP
94 /2021:

PNS dilarang: n. memberikan
dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, calon
KEepala Daerah/Wakil Kepala
Dacrah, calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, calon
anggota Dewan Perwakilan
Daerah, atau calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan cara;

5. membuat keputusan
dan/fatau tindakan yang
menguniungkan atau
merugikan salah satu pasangan
calon sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye.

Hukuman Digiplin Berat
Pasal 14 huruf i angka 3-4, PP 94,/2021:

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal B ayat (1) huruf e dijatuhkan bagi PNS vang
melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan
kepada calon Presiden /Wakil Presiden, calon Kepala
Daerah /Wakil Kepala Dacrah, calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n
angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan

Cara:

3. membuat keputusan dan/atau tindakan vang |
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon |
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

4. mengadakan kegiatan vang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan,
atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

- ]
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11.

Memberikan dukungan kepada
bakal calon perseorangan (kepala

daerah fanggota DPD) dengan
memberikan surat dukungan atau
mengumpulkan fotokepi KTF atau
surat keterangan penduduk

Pasal 5 huruf n angka 7, PP
G4/2021:

PNS dilarang: n. memberikan
dukungan kepada calon
Presiden/ Wakil Presiden, calon
Kepala Daerah /Wakil Kepala
Daerah, calon anggota Dewan
Perwakilan Eakyat, calon
anggota Dewan Perwakilan
Daerah, atau calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan cara: 7.
memberikan surat dukungan
disertai fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk,

Hukuman Disiplin Berat
Pasal 14 huraf i angka 5, PP O4/2021:

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1] huruf ¢ dijatuhkan bagi PNS yvang
melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan
kepada calon Presiden /Wakil Presiden, calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan
Perwakilan Rakvat, calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Eakyat
Daerah sebagaimana dimak=ud dalam Pasal 5 huruf n
angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan
cara: 5. memberikan surat dukungan dizertai fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

| Membuat keputusanftindakan

yang dapat menguntungkanf
merugikan partal politik atau calon

alau pasangan calon
Presiden /Wakil Presiden/
Gubernur / Wakil

| Gubernur/Bupati/Wakil

Pasal 5 huruf n angka 5, PP
94 ,2021:

PNS dilarang: n. memberikan
dukungan kepada calon
Presiden /Wakil Presiden, calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, calon anggota Dewan

Hukuman Disiplin Berat
Paszal 14 huruf i angka 3, PP 94 /2021:

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huraf ¢ dijatuhkan bagi PNS yvang
melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan
kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan
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Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota
serta calon anggota
DFR/DPD/DPRD pada masa
sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye

Perwakilan Rakyat, calon
anggota Dewan Perwakilan
Daerah, atau calon anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan cara: membuat
keputusan dan/atau tindakan
yang menguntunghkan ata
merugikan salah satu pasangan
calon sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye.

Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n
angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan
cara: 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
sebelum, sclama, dan sesudah masa kampanye.
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13.

Dibahas dan diputus oleh Satgas, dengan
berpedoman pada kelentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

Bentuk pelanggaran atau dugaan pelanggaran | Dibahas dan diputus oleh Satgas,
yang tidak termasuk dalam matriks bentuk dengan berpedoman pada ketentuan
pelanggaran yang diuraikan «i atas | peraturan perundang-undangan.

: ADAN KEPEGAWAIAN I, Ak L "]"LJR SIPIL NEGARA
T BLUBLIK INDONESIA, :




